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Pengaruh Pajak Bumi clan Bangunao, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerab Kota Surakarta Tahun 2019-2023.
B. Latar Belakang Penelitian
Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia menganut sistem sentralisasi dan desentralisasi. Pembagian sistem penyelenggaraan pemerintaban di Indonesia ini bertttjuan agar dalam menjalankan sistem pemerintahannya setiap daerah dapat mengambil keputusan dan kebijakan masing-masing, sehingga pemerintah dae.rah tida.k perlu tersentralisasi untuk menangani masalah yang dihadapi oleh setiap daerah kareoa setiap daerah di Indonesia tentu akan mengalami kendala yang berbeda-beda.
Pola pemerintahan dari seotralisasi menjadi desentralisasi ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengalami beberapa perubahan dengan Undaog-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, undang - undang tersebut mengatur tentang tugas dan wewenang Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Kedua undang-undang tersebut menjadi landasan utama bagi desentralisasi pemerintahan dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahan kecuali yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah pusat seperti kearnanan, pertahanan, kebijakan moneter dan fiskal, dan mengatur politik luar negeri.
Pendapatan Asli Daeral1 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang­ undangan. Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah yaitu memberi.kan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai semua kebutuhan daerah dalam rangka menyelenggarakan rumah tangga daerah. Pengelolaan potensi daerah yang optimal akan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. PAD menjadi indikator untuk mengukur kemampuan otonomi suatu daerah. Serna.kin tinggi pendapatan suatu daerah maka semakin tinggi tingkat kemandiriannya.
Pajak daerah mempunyai peranan dan kontribusi paling besar terhadap PAD, dimana pengelolaannya diserahkan kepada daerah itu sendiri dan dalam menyelenggarakan pembangunan dj daerahnya, faktor sumber pendapatan
pajak daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan itu sendiri (Mulyadi
Nawangsasi, 2020).
Tabel.1.1
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Perkembangao RealisasiPenerimaan Pa,jak Daerab dao Pendapatan Asli Daerab (PAD) Kota Surakarta Tahuo 2019-20:23
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
Diperoleh dari data diatas penjelasan gambaran singkat mengenai perkembangan penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakartapada lima tahun terakhir yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2019 peneri.µiaan Pajak Daerah Kota Surakarta sebesar Rp 360.053.930.720,00 dan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 546.020.008.117,00. Na.mun, pada tahun 2020 meogalami penurunan penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2019 sebesar Rp 80.780.170.980,00 clan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 53.243.799.477 00 yang disebabkan oleh pan.demi covid-19. Adanya pandemi ini mempeogaruhi ak1ivitas ekonomi Masyarakat Indonesia sehingga mengurangi kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak. Pada tahun 2021 mulai mengalami peoingkatan kembali sebesar Rp 36.644.001.086,00, kena an penerimaan Pajak Daerab dan Pendapatan Asli Daerah Kota Surak:arta ini dikarenakan pandemi covid-19 ini telah usai dan aktivitas ekonomi mulai berangsur berjalan normal kembali. Dua tahun terakbir yaitu tahun 2022 clan 2023 Kota Surakarta mengalami kenaikan penerimaan pajak. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahW1 2022, Pajak Daerah sebesai Rp 32.601.226.445,00dan Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar Rp 39.886.017.369,00
Pajak daerah merupakan salah saft! sum.her penerimaan yang paling dominan t rhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta yangberperan untuk membiayai semua kebutuhan daerah dalam rangka menyelenggarakan rumah tangga daerah. Di Kota Surakarta, terdapat beberapa jenis pajak daerah yang signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, dan
i
Pa:i,ak Reklame.
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan pajak terbesar di Kota Surakarta, karenajumlahtanah dan bangunandi Kota Surakarta yang terus bertambah,juga seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan properti. Selain itu adaoya kenaikan Ntlai Jual Objek Pajak (NJOP) juga mempengarnhi besarnya pajak yang hams dibayaroleh wajibpajak. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sabu & Tang, 2023) menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan AsJi Daerah (PAD) Kota Alor. Sedangka:n. menurut (Atsyandi & Fitria, 2023) menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Madura.
Pajak penerangan jalan juga salah satu pajak yang dapat mendorong Pendapatan Asli Daerah · Kota Surakarm. Seiriog dengan meningkatnya penggunaan listrik terutama di sektor koroersial dan rumah tangga di Kota Surakarta, tnaka pajak penerangan jalan ini menjadi kontributor yang penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan pene.litian yang dilakukan oleh (Agustina & Adhianto, 2021) menyatakan bahwa pajak peneranganjalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang. Sedangkan menurut (Tezzalavira et al., 2019) menunjukkan bahwa pajak peneranganjalan berpengaruh tidak signi:fikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang.
Kota Surakarta sebagai kota dengan aktivitas ekonomi yang tinggi memiliki banyak pelaku bisnis yang dalam menjalankan bisnisnya membutuhkan media untuk mempromosikan produ.k maupun jasanya, sehingga pajak reklame memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut telah dibuktikan oleh (Purnama et
al., 2021) menyatakan bahwa pajak rek.lame memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang. Sedangkan menurut (Besa, 2019) bab.wa pajak rekJame berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan AsU Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang.
Pajak bumi dan bangunan, pajak penerangan jalan, dan pajak reklame memiliki pengaruh yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta. Penerimaan dari pajak-pajak tersebut diperuntukkan membiayai program pembangunan, layanan publik, dan infrastruktur. Pajak bumi dan bangunan dan pajak penerangao jalan menjacti penerimaan yang dominan terbadap PAD, sedangkan pajak reklame memberikan kontribusi yang fluktuatif tergantung pada dinamika bisnis dan jumlah ildan yang dipasang.
Berdasarkan latar belakang masalah yang di paparkan diatas, maka
peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Pengaruh Pajak Bumi dan Banguoan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak RekJame Terhadap Pendapatan Asli Daerab Kota Surakarta Tahun 2019 - 2023".
C. Rumusan Masalah
Pajak bu.mi dan bangunan, pajak penerangan jalan dan pajak rek.lame merupakan somber pendapatan daerah. Dirnana pendapatan dari pajak daerab tersebut dipergunakan untuk menyelenggarakan pembangunan di daerah tersebut. Sumber pendapatan daerah ini sangat menentukan terlaksananya pembangunan itu sendiri. Berdasarkan latar belakang yang telab dijelaskan di atas maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian sebagai berikut :
1. Apakah pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta?
2. Apakah
pajak
penerangan
jalan
berpengaruh
signifik:an
tethadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta?
3. Apakah pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta?
"
D. Tu_juan Penelitian
Tujuan penelitian ini menjelaskan hubunga:n pajak bu
dan bangunan, pajak penerangan jalan dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerab
11.

Kota Surakarla. Berdasarkan latat belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuansebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pengaruh pajak bu.rm dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerab Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.
E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memilik:i manfaat, memberikan kontribusi dan menambah wawasan baru kepada pihak - pihak lain yang berkenaan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :
1. Bagi Akademik
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi Pemerintah Daerah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat praktis bagi Pemerintah Kata Surakarta serta dapat memberikan gambaran dalam pengambilan keputusan dengan melihat hasil dari penelitian iru agar pengelolaan PAD semakin maksimal.
F. Tinjaoan Pu.staka
l.
Landasan Teori
1.1 Pendapatan A.sli Daerah (PAD)
a. Pengertian PAD
Mardiasmo (2004) menyatak:an bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, basil perusahaan miHk daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerab yang dipisabkan, dan lain­ lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Halim (2008) mengemukakan bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mcrupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah.
Umumnya PAD dapat menjadi tolak ukur sebagai keberhasilan suatu daerah tingginya PAD yang dihasilkan suatu daerah menjamin kemajuan dan pembangunan daerah tersebut (Siregar & Kusmilawaty, 2022). Tujuan PAD yang termuat di dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah dan pencapaian pembangunan Kota Smakarta.
b. Sumber PAD
Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dao Pemerintah Daerah, PAD bersurnber dari:
I. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisabkan
4. Lain-lain PAD yang sah.
1.2 Pajak Daerab
a. Pengertian Pajak Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah clitetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pa,iak daerah dan retribusi daerah serta menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur wnum mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahm1 anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah digunakan sebagai pendanaan ·u.ntuk penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah sebagaimana yang telah disusun dan ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belaaja Daerah (APBD).
Menurut Mardiasmo (2011:12), Pajak daerah yang sel jutnya disebut pajak, adalah kontribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan im.balan secara Iangsung dan digunakan un:tuk keperluan daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
b. Jenis Jenis Pajak Daerah
Jenis - jenis pajak daerah merujuk pada Undang-undang No.28 Tahun 2009, jenis pajak daerah terbagj menjadi Pajak Provinsi dan ]:>ajak Kabupaten/ Kota yaitu :
a) Pajak Provinsi
1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air
Kategori kendaraan bermotor dalam pajak jenis ini berupa kendaraan bermotor beroda Pengoperasian kendaraan yang dilakukan di darat maupun air. Pajak Kendaraan Berrnotor secara spesifik tidak. dikenakan pada moda transportasi kereta api serta kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Pajak Kendaraan Berrnotor jugadibebaskan apabila dimiliki oleh pihak kedutaan maupun perwakilan negara asing yang mendapat fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
2. Bea Balik NamaKendaraan Bermotor
Bea Balik Nama Keudaraan Bennotor dibayarkan apabila terjadi penyerahan kepemilikan kendaraan bennotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak a.tau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, a.tau pemas1ikan ke dalarn badan usaha.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Pajak Ba.ban Bakar Kendaraan Bermotor dipungut oleh pihak yang menyediakan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar yang dimaksud bisa dalam bentuk cair mauptm gas.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Perroukaan
Pajak Air Pennukaan dikenakan kepada perorangan maupun
"

badan yang memperoleh maofaat dari air permukaan. Namun, terdapat  pengecualian
apabila  air  tersebut  digunakan  untuk
keperluan
dasar  rumah
tangga,
pengairan
pertanian,
serta
perikanan rakyat. Bagi para pihak yai,.g mengambil dan memaufaatkan air bawah tanah clan air permukaan ini wajib memerhatikan kelestarian Lingkungan.
5. Pajak Rokok
Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerab yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok.
b) Pajak Kabupaten/ Kota
1) Pajak Hotel; pajak atas pelayanan hotel.
2) Pajak Restoran; pajak atas pelayanan restoran.
3) Pajak Hiburan; pajak atas penyelenggaraan hiburan.
4) Pajak Reklame; pajak atas penyelenggaraan reklame.
5) Pajak Penerangan Jalan; pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
6) Pajak Mineral Bukau Logam dan Batuan; pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan men.i.pakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlakujika dilakukan secara komersial.
7) Pajak Parkir; pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di Juar badanjalan oleh orangpribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, tennasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
8) Pajak Air Tanah; pajak yang dikenak.an atas penggunaan air tanah untuk tujuankomersil.
If
9) Pajak Sarang Burung Walet; pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet
l0)Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB); pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimjliki, dikuasai, atau dimanfaatkan baik oleh wajib pajak orangpribadi atau badan.
11) Pajak Perolehan Hak atasTanah dan/atau Bangtman (BPHTB); pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan yang dikenakan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan atas pengalihan hak atas tanahdan/atau bangunan, melalui transaksijual hell, tukar menukar, hibah, waris, danlain-lain.
c. Tarif Pajak Daerah
Tarif pajak merupakan dasar yang digunakan untuk mengenakan pajak atas objek pajak kepada wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya baik orang pribadi maupun badan. Besar tarif pajak yang dikenakan atau menjadi tanggung jawab wajib pajak: berbeda-beda tergantung objek, subjek, hingga pengelompokannya.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengenaan tarif pajak Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.1
Jenis dan Tarif Pajak Daerah
	No
	Jellis Pajak
	Tarif Pajak

	1.
	Pajak Hotel
	10%

	2.
	Pajak Restoran
	10%

	3.
	Pajak Hiburan
	1. Tarif Hiburan ditetapkan sebesar 10%
2. Khusus tarif atas jasa hiburanpada
. diskotek, karaoke, kelab malam,
bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar40%

	4.
	Pajak Reklame
	25%

	5.
	Pajak Penerangan Jalan
	10%


	6.
	Pajak Parkir
	Tarif Pajak Parkir dikenakan sebesar 25% dari jumlab pembayaran atau yang  seharusnya  dibayar  kepada
penyelenggara tempat parkir.

	7.
	Pajak PemanfaatanAir Tanah
	20%

	8.
	PajakPBB
	1. NJOP sampai dengan Rpl.000.000.000,- ditetapkan sebesar0.1%
2. NJOP di atas Rpl.000.000.000,-
sampai
Rp
2.000.000.000,-
ditetapkan sebesar 0,15%
3. NJOP diatas Rp 2.000.000.000,­
ditetapkan 0,2%

	9.
	Pajak BPHTB
	1. Tarif pajak BPHTB di1etapkan sebesar 5 %
2. Khusus untuk tanah dan/atau bangunan yang diperoleh dari hibah  wasiat  atau  warisan
dikenakan tarif sebesar 2,5%


1.3 Pajak Bwni Dan Bangu.nao
a. Peogertian Pajak Bumi dan Baogunan
Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Burm dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bahwa definisi dad Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk.sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaba perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 "
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya yang disingkat dengan PBB-P2 adalah pajak atas bum.i dan/atau bangunan
yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatk:an oleh orang pnbadi atau
Badan:
Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi clan di bawah permuka.an Bumi.
b. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribad.i atau Badan, kecuali kawasan yangdigunakan untukkegiatan usaha perkebunan, perhut.anan, dan pertambangan.
Tennasuk dalam pengertian bangunan adalah:
1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut
2. Jalan tol
3. Kolam renang
4. Pagar mewah
5. Galangan kapal, dennaga
6. Taman mewah
7. Tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak
8. Menara
Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek
pajakyang:
l.

Digunakan oleh pemeriotab, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasionai, yang tidak dimak:sudk.an untuk memperoleh keuntungan.
3. Digunakan untuk Jo.iburan, peninggalan purbakala, atau yang sejeuis dengan itu.
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman na ional, clan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
5. 
Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal batik.
6. Digunakan oleh badan atau perwakilan Jembaga intemasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Nilai Ju.al Obj-ek Pajak yang tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rpl0.000.000 untuk setiap Wajib P jak.
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orangpribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ataumemperoleh manfaat atas Bruni, dan/atau memili.ki, menguasai, dan/atau mempcroleh manfaat atas Bangunan.
Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang secaranyatamempunyai suatu hakatasBumi dan/ataumemperolehmanfaat atas Bumi, dan/atau memilik-i, menguasai, dan/atau me:tnperoleh manfaat atas Bangunan
c. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan
Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100%(seratus persen) dari NJOPsetelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Penentuan mengenai besatan NJOP berdasarkan pada kriteria yang diatur dalam Peraturan Wali Kota. Besaran persentase NJOP atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan ruempenimbangkan, meliputi:
a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
Ta:rif atas Pajak Bumi dan Bangunan d:itetapkan sebagai berikut :
1) Tarif PBB-P2 ditetapkan:
a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000 ditetapkan sebesar
O,l % per tahun;
b. untuk
NJOP
di
atas
Rpl.000.000.000
s npai
dengan Rp2.000.000.000 ditetapkan sebesar 0,15% per tahun; dan
c. untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000 ditetapk:an sebesar 0,2% per tahun.
2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan temak
ditetapkan sebesar 0,07%.
1.4 Pajak Penerangan Jalan
a. Pengertian Pajak Penerangan Jalan
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tabun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Penerangan Jalan dapat didefinisikan setiap penggunaan listrik baik yang dihasilk:an sendiri maupun yangdiperoleh darisumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan. Penyediaan dan pemeJiharaan infrastruktur penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha Ada beberapa kategori yang dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan yaitu :
l. Penggunaan tenaga listrik oleb instansi pemerintab dan pemerintahan daerah;
2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknik terkait, dan
4. Penggunaan tenagalistrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerab. Menurut Prakosa (2005), subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Obyek Pajak Penerangan Jalan adala:h penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilk:an sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Wajib Pajak dari pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi. atau badan yang menggunakan tenaga tenaga Listrik serta dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalab penyedia tenaga listrik. Sedangkan dasarpengenaan Pajak Penerangan Jalan Dasar adalab Nilai Jual
Tenaga Listrik. Nilai Jual Tenaga Listrik, ditetapkan:
1. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/ tetap ditrunbah dengan biaya pemakaian kwh/ variabel yang ditagilikan dalam rekening listrik.
2. Dalam hal tenaga listrik dihasil.kan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
b. Tarif Pajak Penerangan Jalan
Tarif pajak penerangan jalan merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daeralisebagai berikut :
1. Penggunaan tenaga lain dari sumber lain selain industri, tarif Pajak
Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 9%.
2. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3%.
3. Penggunaan tenaga listrik yangdihasilkan sendiri, tarifPajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1.5%.
1.5 Pajak Reklame
a. Pengertian Pajak Reklame
Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian um.nm terhadap sesuatu.
b. Objek, Sub,jek dan Wajib Pajak Reklame
Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek Pajak Reklame meliputi:
a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
b. Reklame kain;
c. Reklame meJekat/stiker;
d. Reklame selebaran;
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f. Relqarne udara;
g. RekJame apung;
h. Rek.lame film/slide; dan
i. Reklame peragaau.
Yang dikecualikan dari objek Pajak RekJame adalah:
a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, wartamingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan,
yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
c. namapengenal usahaatau profesi yangdipasang melekat padabangunan dan/atau di dalam area tempat usaba atau profesi yang jenis, ukuran, bentllk, clan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Wali Kata dengan berpedoman padaketentuan yang mengatur tentang namapengenal usaha atau profesi tersebut;
d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
e. Reklarne yangdiselenggarakan dalam rangkakegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
c. Dasar Pengenaan Pajak dan Taril·Pa_jak Reldame
Dasar Pengenaan Pajak Reklame menurut Peraturan Walikota Nomor 581ahun 2019 bahwa Dasar Peogenaan PajakReklame sebagai berikut:
1. Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
2. Dalam hal Rek.lame diselenggarakan oleh pibak ketiga, nilai sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
3. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame
· dihitung dengan memperhati.kan faktor-faktor sebagai berikut:
a. Jenis re.klame;
b. bahan yang digunakan;
c. lokasi penempatan;
d. . jangka waktu penayangan;
e. jangka waktu penyelenggaraan;.
f. jumlah reklame; dan
g. ukuran mediareklame.
h. Dalam hal nilai sewa Reklame yang tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan mengguuakan faktor-faktor: jeni.s reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah reklame, dan ukuran media reklarne.
4. Perhitungan nilai sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Tarif Pajak Reklame Kota Surakarta merujuk pada Peraturan Walikota ditetapkan sebesar 25% .
2. .  Kajian Terdahulu
Tabel 2.2
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3. Kerangka Pemikiran
Kerangka berfikir adalah suatu model konseptual tentang b gaimana teori - teori hubungan dengan beberapa faktor yang akan didefinisikan sebagai suatu
permasalahan.  Berdasarkan  perumusan  masalah,  maka  hubungan  antara
Pengaruh .Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak
Rekl.ame terhadap Pendapatan Asli Daerah.Kota Surakarta dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar2.1 Kerangka Pemikiran
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Sumber : Windi Agustina dan R. Deden Adhianto (2021)
4. Rumusan Hipotesis
4.1 Pengarub Pajak Bumi dan Bangunan Terbadap Pendapatan Asli Daerah
Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya yang disingkat dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan perta,mbangan.
Pajak bumi dan bangunan meiupakan salab satu pendapatan daerab yang masuk ke dalam pendapatan as}j daerah, karena itu pajak bumi dan bangunan berpengarnh terhadap pendapatan asli daerah.
Hasil penelitian yang dilal-ukan oleh (Febrianti et al., 2024) bahwa pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap PendapatanAsli Daerah Kota Tangerang Selatan.
Hl  : Pajak bumi dan bangunan berpeogarub signifikan tcrhadap
. pendapatan asli daerah.
4.2 Pengaruh Pajak Penerangan Jalan T-erhadap PendapatanAsli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Penerangan
Jalan dapat didefinisikan sebagai setiap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan. Penyediaan dan
pemelibaraan
infrastruktur
penerangan
jalan

umum
termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan
dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema
pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
Pajak penerangan jalan juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, karena pajak penerangan jalan ini juga terrnasuk bagian dari pendapatan asli daerah.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Rachm.an et al., 2021) menyatakan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
H2 : Pajak penerangan jalan berpeogaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
4.3 Pengaruh Pajak Reldame Terbadap Pendapa1an Asli Daerah
Berdasarkau Peraturan Walikota Surakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame, Pajak Reklame adalab pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang Uhtuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan. mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
Pajak reklame juga termasuk· bagian dari pendapatan asli daerah, sebingga pajak reldame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
Hasil penelitian oleh (Purba & Gani, 2024) menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan.
H3 : Pajak reklame berpengaruh s-ignifikan terbadap pendapatan asli
daerab.
G. Metode Penelitian
1. Variabel Penelitian dao Definisi Operasional
1.1.l Variabel Penelitian
Variabel penelitian adalah suatu atribut at.au sifat atau nilai dariorang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneljti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini terdiri darivariabe1 bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable).
a Variabel Bebas (Independent Variable)
Meo:urut Sugiyono (2012) variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubabannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Vanabel bebas dalam penelitian ini adalah
_pajak bumj dan bangunan, pajak penetangan jalan, dan reklame.
b. Vaifabel Terikat (Dependent Variable)
Menumt Sugiyono (2012) variabel terikat merupakan variabe1 yang dipengarubi atau yang inenjadi akiat karena adanya variabe1 bebas. Variabel terikat dalarn penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah.
1.1.2  Definisi Operasional
Adapun de.finisi operasional variabel dalam penelitiau ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 3.1
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2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilaksanak:an di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surakarta dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudi.rman Nomor 2 Komplek Balai Kota Kelurahan Kampung Baru, Surakarta.
3. Populasi dan Sampel
Menurut Sugiyono (2007:115) Populasi adalah wilayah generalisasi
yang terdiri dari objek atau subjek penelitian yang mempunyai kualitas dan "
karak'teristik tertentu yang ditentukan peneliti, dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah d!ita historis dari
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surakarta dan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakaiia tahun 2019 - 2023.
Sampel dalam penelitian ini adalah data mengenai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surakarta dan Badan Pengelolaan Keuaugail dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta yaitu berupa data historis dan data yang menyediakan informasi tentang Realisasi Pendapatan Pajak dan Penerimaan Asli Daerah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan sampling jenuh yaitu dengan teknik penentuan sampel dengan keselut:uhan populasi. Sampel dari penelitian ini adalah seJuruh data rekapitulasi pendapatan asli daerah Kota Surakarta;
yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Rek:lame bulanan selama 4 tahun yaitu talrnn anggaran 2019 - 2023.
4. Jenis dan Somber Data
4.1 Jenis Data
Jenis penelitian yangdigunakan dalam penelitian iniadalahpendekatan deskriptif kuantitatif yaitu metode penelitian yang bertujuao untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Sedangkan analisis kuantitatif adalah metode analisis dengan melakukan perhitungan terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari masalah sebingga m.etode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian melalui Jangkah-langkah yang memaparkan atau menjelaskan data melalui angka-angka.
4.2 Somber Data
Sumber data yang diperoleb untuk menjadi bahan analisis adalah data sekunder yang diperoleb dari dokumen Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surakarta dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta selama hmm waktu tahun 2019 - 2023.
5. Metode Pengnmpulan Data
1. Studi Pustaka
Mengumpulkan data dan teori yang relevao terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka terhadap literatur dan bahao pustaka lainnya seperti artikel, jurnal, skripsi, internet, dan penelitian terdahulu.
2. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi adalab teknik pengumpulan data untuk melihat data-data secara jelas yang aslinya,karena sesuai dengan arsip yang ada di lembaga/perusabaan. Metode ini dilakukan untuk mengwnpulkan data berupa:
a. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta tahun 2019 -2023.
b. Data Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 20J 9 - 2023.
c. Data Realisasi Pajak Penerangan Jalan tabun 2019 - 2023.
d. Data Realisasi Pajak Reklame tahun 2019- 2023.
6. Teknik Analisis Data
1. Uji Asumsi KJasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Cara untuk mendeteksi apakab residual berdistribusi secara nonnal atau tidak (Basuki dan Prawoto, 2015).
Uji nom1alitas dimanfaatkan guna menilai normalitas variabel apabila informasi terkait telah tersebar normal atau sebaliknya Yang mertjadi basil dari sumber dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah apabila nilai profitabilitasnya > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.
b. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinearitas bertujuan untukmeoguji apakah akanditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (rndependen). Pada model regresi yang baik antar variabel independen seharusnya tidak berkorelasi. Apabila variabel bebas sating berkorelasi, maka variabel-variabel tidak ortugal. Variabel yang tidak ortugal yaitu variabel bebas yangdapat dinilai korelasi antar sesa.ma variabel bebas sama dengan nol. Menurut Gujarati (2017), apabila koefisien korelasi antar variabel bebas > 0.8 maka dapat disimpulkan  bahwa  model  mengalami  masalah  multikolinearitas.
Sebaliknya, koefisien korelasi < 0.8 maim model bebas dari multikolinearitas.
c. Uji Heteroskedastisitas
Bertujuan untukmenguji apakahada atau tidak penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dan residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Basuki dan Prawoto, 2015). Prasyarat yang harus. dipenuhi dalam regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Jilca nilai probabilitas < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas dalam model penelitian sedangkan jika nilai probabilitas >0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian.
d.  UJi Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu modelregresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada peride t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada  problem autokorelasi,  autokorelasi muncu1 karena
observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah mi timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya Jika nilai signifikansi Jebih besar
dari 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi dan sebaliknya akan terjadi autokorelasi jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.
2. Regresi Linier Berganda
Karena mengguna.kan lebili dari satu variabel bebas yaitu variabel paja.k bumi dao bangunan (XJ, variabel pajak peneranganjalan (X2), dan variabel paja.k reklame (X3), peneliti menggunakan Teknik analisa regresi linear berganda dalam riset ini. Teknik Analisa regresi Linear berganda ini. digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terbadap variabel tenkat pendapatan asli daerah (Y). Digunakan Teknik
Analisa  data dengan  mengguna.kan rumus analisis statistik  regresi
..
berganda sebagai berilcut ;
Y = a+b1Xl+b2X2+b3X3+e
Keterangan :
Y
: Pendapatan Asli Daerah
a
: Konstanta dari Persamaan Regresi Xl
: Pajak Bumi dan Bangunan
X2
: Pajak Penerangan Jalan X3
: Pajak Reklame
bl
: Koefisiensi Regresi Variabel Pajak Bumi dan Bangunan b2
: Koefisiensi Regresi Variabel Pajak Penerangan Jalan b3
: Koefisiensi Regresi Variabel Pajak Reklame
e
: Variabel Pengganggu/ Error
3. Uji t
Basil uji statistik t dapat menunjukan seberapa besar pengaruh suatu variabel independen secara individual (parsial) dalam menggunakan variabel dependen. Penerirnaan atau penolakanhipotes-isdilakukan dengan kriteria berikut :
a. Jika nilai signifikan > 0.05 maka hipotesis ditolak (koefisjen regresi tidak signifikan). Secara parsial dapat diartikan variabel independen tidak niempunyai pengaruh yang kuat secara signifikan terhadap variabel dependen;
b. Jika nilai signi:fikan < 0.05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Secara parsial variable independen dapat mempunyai µengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
4. Uji Statistik F
Uji F dapat dilak:ukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Bila F hitung > F tabel maka, HO ditolak dan Ha diterima. Artinya, bahwa semua variabel dependen dapat menggunakan tingkat signiflkan 5% atau dapat melihat juga nilai probabilitasoya. Jika nilai probabilitas lebih kecil daii. pada 0.05 (untuk tingkat signifikan = 5%) maka, variabel independen secara simultan dapat
mempengaruhi variabel dependen.
5. Koefisien Determinasi (R2)
. Koe:fisien determioasi adalah salab satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakal\ ada pengaruh antara dua variabel secara bersama. Nilai koefesien determinasi yang biasanya diberi simbol R2 menunjukkan hubungan pengaruh variabel independen dan variabel dependen dari basil perhitungan tertentu dimana besar pengaruh dapat diketahui dari nilai R2 x 100% J.Supranto (2009:336 dalam Aris Triyono.
S.E,M.M).
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